
Menimbang 

Mengingat 

BUPA'TI LAMPUNG TIMUR
 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 
NOMOR : OfTAHUN 2008
 

TENTANG 

PEMBENTUKAN KOORDI1'TATOR PELAKSANA DINAS
 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

a.	 bahwa untuk me1aksanakan sebagian urusan dinas di kecamatan, perlu 
membentuk koordinator pe1aksana dinas di Kecamatan sesuai dengan 
kebutuhan; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pembentukan Koordinator Pe1aksana Dinas Kabupaten 
Lampung Timur. 

1.	 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur 
dan Kotarnadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825). 

2.	 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) 

3.	 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tho 2004 No. 126, Tambahan 
Lembaran Negara tahun 2004 No. 4438). 

4.	 Pcraturan Pcmcrintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pernerintah 
Daerah Kabupaten/Kota: 

5.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 Tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah; 

6.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 Tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 

7.	 Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2007 Uraian Tugas Pokok 
dan Fungsi Dinas Daerah. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPAn TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR 
PELAKSANA DINAS KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. 



BAR I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pcrnturan Bupatiini. yang dimaksud dcngan : 

I.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur 
2.	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 
3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Timur 
4.	 Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 yang dalam hal ini meliputi : 
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 
- Dinas Kesehatan 

Dinas Kelautan dan Perikanan 
- Dinas Peternakan
 

Dinas Pcrckcbunan dan Kchutanan
 
Dinas Pengairan
 

- Dinas Pertanian
 
-- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 

5.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur 
6.	 Koordinator pelaksana dinas adalah pelaksana dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu 

dalam Kabupaten Lampung Timur. 

BARIl
 
PEMBENTUKAN
 

Pasa12 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Pelaksana Dinas Kabupaten Lampung Timur 
yaitu : 
a.	 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari : 

1) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Sukadana 
2) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Way Jepara 
3) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Labuhan Maringgai 
4) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Jabung 
5) Koordinator Pelaksana Dinas Pcndidikan Kecamatan Sekampung 
6) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Batanghari 
7) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Pekalongan 
8) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Batanghari Nuban 
9) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Raman Utara 
10) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Purbolinggo 
11) Koordinator Pclaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Way Bungur 
12) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Metro Kibang 
13) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Bumi Agung 
14) Koordinator Pclaksana Diuas l'cndidikan Kccarnatan Margatiga 
15) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Sekampung Udik 
16) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Labuhan Ratu 
17) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Braja Selebah 
18) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Mataram Bam 
19) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar Sribawono 
20) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Melinting 
21) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Pe1indung 
22) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Pasir Sakti 
23) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Waway Karya 
24) Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Marga Sekampung 



" I )iJl~h f--:.c:,ch3tan. terdiri dari : 
1) Koordinator Puskesmas Margototo
 
2) Koordinator Puskesmas Batanghari
 
3) Koordinator Puskesmas Sekampung
 
4) Koordinator Puskesmas Trimulyo
 
5) Koordinator Puskesmas Sukadana
 
6) Koordinator Puskesmas Donomulyo
 
7) Koordinator Puskesmas Sukaraja Nuban
 
8) Koordinator Puskesmas Pekalongan
 
9) Koordinator Puskesmas Ganti Wamo
 
10) Koordinator Puskesmas Raman Utara
 
II) Koordinator Puskesmas Labuhan Maringgai
 
12) Koordinator Puskesmas Sribhawono
 
13) Koordinator Puskesmas Wana
 
14) Koordinator Puskesmas May mili
 
15) Koordinator Puskesmas Mataram Baru
 
16) Koordinator Puskesmas Way Jepara
 
17) Koordinator Puskesmas Braja Saka
 
18) Koordinator Puskesmas Braja Harjosari
 
19) Koordinator Puskesmas Rajabasa Lama
 
20) Koordinator Puskesmas Jabung
 
21) Koordinator Puskesmas Peniangan
 
22) Koordinator Puskesmas Pasir Sakti
 
23) Koordinator Puskesmas Sumber Rejo
 
24) Koordinator Puskesmas Purbolinggo
 
25) Koordinator Puskesmas Tambah Subur
 
26) Koordinator Puskesmas Pugung raharjo
 
27) Koordinator Puskesmas Tanjung harapan
 
28) Koordinator Puskesmas Sukarajn Tiga
 

c.	 Dinas Kelautan dan Perikanan. terdiri dari : 
1) Koordinator Pelaksana Dinas Perikanan Kecamatan Labuhan Maringgai 
~) Koordinator Pelaksana Dinas Perikanan Kecamatan Pasir Sakti 
3) Koordinator Pelaksana Dmas Perikanan Kecamatan Sekampung dan Batanghari 
4) Koordinator Pelaksana Dinas Perikanan Kecamatan Purbolinggo dan Way Bungur 
5) Koordinator Pelaksana Dinas Perikanan Kecamatan Jabung dan Waway Karya 
6) Koordinator Pelaksana Dinas Perikanan Kecarnatan Mataram Baru dan Bandar Sribawono 
7) Kcordinator Pelaksana Dinas Perikanan Kecamatan Pekalongan dan Batanghari Nuban 
8) Koordinator Pelaksana Dinas Perikanan Kecamatan Raman Utara 
9) Koordinator Pelaksana Dinas Perikanan Kecamatan Way Jepara, Braja Selebah dan 

Labuhan Ratu 
10) Koordinator Pelaksana Dinas Perikanan Kecamatan Bumi Agung, Marga Tiga dan 

Sekampung Udik 

d.	 Dinas Petemakan, terdiri dari : 
1) Koordinator Pelaksana Dinas Petemakan Kecamatan Sukadana 
2) Koordinator Pelaksana Dinas Petemakan Kecamatan Way Jepara 
3) Koordinator Pclaksana Dinas Pcicrnakan Kccamatan Labuhan Maringgai 
4) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Jabung 
5) Koordinator Pelaksana Dinas Petemakan Kecamatan Sekampung 
6) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Batanghari 
7) Koordinator Pelaksana Dinas Petemakan Kecamatan Pekalongan 
8) Koordinator Pelaksana Dinas Petemakan Kecamatan Batanghari Nuban 
9) Koordinator Pelaksana Dinas Petemakan Kecamatan Raman Utara 
10) Koordinator Pelaksana Dinas Petemakan Kecamatan Purbolinggo 
11) Koordinator Pelaksana Dinas Petemakan Kecamatan Way Bungur 
12) Koordinator Pelaksana Dinas Petemakan Kecamatan Metro Kibang 
13) Koordinator Pelaksana Dinas Petemakan Kecamatan Bumi Agung 
14) Koordinator Pelaksana Dinas Petemakan Kecamatan Margatiga 



'i	 ~'" )rliil1~ltl'-;' Pclaksana Dinas Petemakan Kecamatan Sekampung Udik 
: "1 f(llllrdil1~lll1r Pclaksana Dinas Petemakan Kecamatan Labuhan Ratu 
i -') f(lll1rdinalOr Pclaksana Dinas Petemakan Kecamatan Braja Selebah 
1S) Kuordinaior Pelaksana Dinas Petemakan Kecamatan Mataram Bam 
19) Koordinator Pelaksana Dinas Petemakan Kecamatan Bandar Sribawono 
20) Koordinator Pelaksana Dinas Petemakan Kecamatan Melinting 
21) Koordinator Pelaksana Dinas Petemakan Kecamatan Gunung Pelindung 
22) Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan Kecamatan Pasir Sakti 
23) Koordinator Pelaksana Dinas Petemakan Kecamatan Waway Karya 
24) Koordinator Pelaksana Dinas Petemakan Kecarnatan Marga Sekampung 

e.	 Dinas Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari : 
1) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Sukadana 
2) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Way Jepara 
3) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Labuhan Maringgai 
4) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Jabung 
5) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunau dan Kehutanan Kecamatan Sekampung 
6) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Batanghari 
7) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Pekalongan 
8) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Batanghari Nuban 
9) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Raman Utara 
10) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Purbolinggo 
11) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Way Bungur 
12) Koordinator Pelaksana Dinas Ferkebunan dan Kehutanan Kecamatan Metro Kibang 
13) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Bumi Agung 
14) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Margatiga 
15) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Sekampung Udik 
16) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Labuhan Ratu 
17) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Braja Selebah 
18) Koordinator Pclaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Mataram Bam 
19) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Bandar Sribawono 
20) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Melinting 
21) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Gunung Pelindung 
22) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Pasir Sakti 
23) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Waway Karya 
24) Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kecamatan Marga Sekampung 

r.	 Dinas Pengairan, terdiri dari : 
1) Koordinaior Pelaksana Dinas Pengairan Sekampung 
2) Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan Batanghari 
3) Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan Pekalongan 
4) Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan Rantau Fajar 
5) Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan Raman Utara 
6) Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan Purbolinggo 
7) Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan Way Jepara 
X) Koordinaior Pclaksana Dinas Pcngairan Way Curup 
9) Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan Karya Tani 
10) Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan Rawa Krarnat 

g.	 Dinas Pertanian, terdiri dari : 
1) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Sukadana 
2) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Way Jepara 
3) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Labuhan Maringgai 
4) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Jabung 
5) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Sekarnpung 
6) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Batanghari 
7) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Pekalongan 
8) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Batanghari Nuban 
9) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Raman Utara 



" " li'U:,' "aks"na Dinas Pertanian Kecamatan Purbolinggo 
\",,;\liI13tC'J1' rjelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Way Bungur
 

I.:' ) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Metro Kibang
 
13) Koordinator Pclaksana Dinas Pertanian Kecamatan Bumi Agung
 
14) Koorrlinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Margatiga
 
15) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Sekampung Udik
 
16: Kcordinator c\:'laksana Dinas Pertanian Kecamatan Labuhan Ratu
 
17) Kcordinator ~~:laksana Dinas Pertanian Kecamatan Braja Selebah
 
j 8) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Mataram Bam
 
1-j) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Bandar Sribawono
 
LO) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Melinting
 
21) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Gunung Pelindung
 
22) Kcordinator Pelaksana Dinas Pertanian Kecamatan Pasir Sakti
 
~:) Kcordinato- ,Jdaksana Dinas Pertanian Kecamatan Waway Karya
 

'(c,J.rdi:nto: ?daksana Dinas Pertanian Kecamatan Marga Sekampung 

h.	 Dinas Permdustrian dan Perdagangan, terdiri dari : 
1) Koordinato: Pelaksana Pasar Daerah Sukadana 
2) Koordinator Pelaksana Pasar Daerah Sekampung 

Koordina.or Pelaksana Pasar Daerah Perbolinggo

<;' i13:C' ",:laksiLna Pasar Daerah Way Jepara
 
K: Fdii13io,\:iakszll1a Pasar Daerah Pekalongan
 

6) Koordinator Pelaksana Pasar Daerah Rajabasa Lama
 
7) Ko.irdina:o. h:laksana Pasar Daerah Raman Utara
 

Koordinato 1\'hlksal1a Pasur Daerah l.abuhan Maringgai 

BABIlI
 
ORGANISASI
 

Bagian Pertarna
 
Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan
 

Paragraf 1
 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
 

Pasa13
 

(J)	 Koordinator Peiaksana Dinas Pendidikan adalah unsur Pelaksana Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
C:hbrJ.:j,c y:.:mg m.rmpunyai wiiayah kerja dalam satu Kecamatan. 

(2) Kooroi nator	 Pelaksana Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada 
d ibawah dan bcrtanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasa14 

Koordinator Pelaksana Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan 
melaksanakan sebagian uru.san dinas pendidikan, pemuda dan olah raga dibidang Pendidikan 
Menengah (SLTA dan SLTP), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada 
di wilayah xerj anva. .. . 

Pasa15 

Uru.:k ;n(Lyekn~r:~::lriE(lli tugas sebagaimana dimaksud dalam pasa14, Koordinator Pelaksana Dinas 
Perz'd.kar. iYremr'LJY:i; Iungsi : 
a.	 l'(:;ngku)rdinasian }.:egiman-kegiatan Pendidikan Menengah Atas, Menengah Pertama dan 

?'::ndidikan Dasar dan PAUD. 
b.	 F,~·mb:ll:.lJn, p~!~;:l\' asan. monitoring dan evaluasi kegiatan belajar mengajar pada Pendidikan 

Dasar dan PAL D. 
c.	 Pengusuian pcningkatan sarana dan prasarana sekolah. 



d . \ ' . ,! ldj"";,:, !lL'i;lk:-:,It1,)an kegiatan belajar mengajar
 
l' !". 1;1 ~("lI,ii'l,i<i lkngan instansi terkait di Kecamatan
I 

Pasa16 

D,Il,lll) I11Ci,lKSanakan iugas ookok dan fungsinya koordinator pelaksana Dinas Pendidikan dibantu 
olch siuf pc:L1ksar:a df'D kelornpok jaoatanfungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada kepa\1 koordir.ator. 

Pasa17 

Kek.mpok jabatun Iungsional terc'iri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang 
diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas 
W:l::I~, ':Wi} ld':dll !)I;I~'ir; bU"dirn::i, imcgrasi dan singkronisasi dalam lingkup tugasnya. 

PargarafII
 
Susunan Organisasi
 

Pasal 8
 

SUSL:llal1 oruanisasi Koordinator Pelaksana Dims Pendidikan terdiri dari : 
a. Kepala Koordinator 
b.~L~:' Pe;,k:,ana Ad.r.inistrasi 
c. 

Bagian Kedua 
Koordinator Pelaksana Puskesmas 

Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

(1)	 Koordinator pelaksana Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang 
rnempunyai wilayah kerja dalam satu kecamatan atau Desa. 

(2)	 Koordinator pelaksana Puskesmas dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 10 

K,L :'~;:!IJa'c;' pela ssan.s Puskesmas rnernpunyai tugas pokok rnelaksanakan pelayanan kesehatan, 
pcn:-:lj'Jh;ll~ «~:)eh(!!ano pembinaan, pencegahan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. 

Pasal 11 

Untuk mer yelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 10, Koordinator pe1aksana Puskesmas 
me~-:·,~':·,1_'n;, e-.l ~-~ ..:~·lg51 : 

a,2~Lyt,Stn;m ~~re'1~';Jnaa~1 program dibidang kesehatan 
b. ~::e!:lL;"r:aan pelaya.ian kesehatan dan rujukan kesehatan 
c. P":;Plcli;1''.L~.an s<-!."dn'i urs.sarana Puskesmas 
d. Pcnyusunan laporan pelaksanaan program dan pelayanan kesehatan 
e. Pchksnnaan koordi.iasi kegiatan dengan instansi terkait di Kecamatan 
f Pernb.naan terhadap berbagai organisasi pelayanan kesehatan yang dikelo1a oleh Lembaga 



Pasal 12 

II, I"" ·,!:i:li,::~ ::I~~:h pokok dan fungsinya koordinator pelaksana dinas dibantu oleh staf 
i',l: "iLl ,1,11 lll't:J,:~!ic 1't1ll,2sional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala 

~ I II) iei ,I J:lll) r. 

Pasal 13 

Ki~IC:T;;)Ol: j"Lidla,l fu:-!o;:;;:ional terdiri dari sejurnlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang 
diatu:: Jan ..itetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalarn melaksanakan tugas 
wajib mener ..ipkan prinsip koordinasi. integrasi dan singkronisasi dalam lingkup tugasnya. 

Paragraf II
 
Susunan Organisasi
 

Pasal 14 

a, \"'-,;:01 V'/)J'!Jin,Jlc,' 
b. ':T(l;' :),+lks::l11a /\cimini:-;trasi 

Bdgian Ketiga
 
Koordinator Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan
 

ParagrafI
 
Keeludukan, Tugas Pokok dan Fungsi
 

Pasal ] 5
 

(1)	 Koordinator Pclaksanu Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan adalah unsur Pelaksana 
Dinas Kclauran dan Perikanan yang mempunyai wilayah kerja dalam satu Kecamatan. 

(2)	 Koordinator Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan eli Kecamatan dipimpin oleh seorang 
!< oor.iinator Y:I;l~ bcrada dibawah dan hertanggungjawab kepada Kepala Dinas: 

Pasal 16 

Kccr.linau.r Pt,Ltl.;,\mna Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan mempunyai tugas 
melaksanaknn set,?~i(F! kcgiatan teknis penunjang elinas kelautan elan perikanan eli wilayah kerjanya. 

Pasal 17 

Untuk menvelenggarakan tugas scbagairnana dimaskuel pasal ] 6 Koordinator Pelaksana Dinas
 
Kelautan den Perikanan mempunyai fungsi :
 
a, Penyusunan perencar.aan program untuk diusulkan kepada Dinas,
 
h. Pclaksar.aan pr;gr:El1 Dinas. 
c. F,~'rl1b;r:(lan clan per.gcndalian program. 
d. 1} :-.:~~ Y'\-:8J .u,n lapor,.r. pelaksanaan program. 
e. Pelal.sanaan koordinasi dengan instanasi terkait eli tingkat kecamatan 
f Pclaksar.aan Uf'.lSC111 administrasi. 

Pasal ] 8 

Daia:r n"~ laksanaxan tugas pokok dan fungsinya koorelinator pelaksana dinas elibantu oleh staf 
pelaksana adrninistrasi dan pen-gas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
kepala kocrdinator. 



" ,', :111 I ,j,):.,d c5\ljri dari sejurnlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang 
, I ,', I, II ..: ",,,d'sarkan perat uran perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas 

\\1 IL'IL'I 1:,1';,111 i'1:;l.;in koordinasi, integrasi dan singkronisasi dalam lingkup tugasnya. 

Paragraf Il
 
Susunan Organisasi
 

Pa3al20 

iidhcS, i'", r.li.u-tor I'claksana Ulna.'; Kelautan dan Perikanan terdiri dari : 
Cl. ~(Lp(l:J !"_l~:~)rdiL~ltz 1_' 

b.	 SLiUl)e[;J~sana Administrasi 
c.	 .fabatan rungsional 

Bagi:lI1 kcernpat
 
Koordinator Pe laksana Dinas Peternakan
 

ParagrafI
 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
 

Pasal 21 

(J)	 Koordinaior Pelaksana Dinas Peternakan adalah unsur pelaksana Dinas Peternakan yang 
mernpunyai wilayah kerja dalam satu kecamatan. 

(2)	 Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada K epala Dinas 

Pasal22 

):I~l~ l'ctcrrakan me mpunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan 
I~!i' ;"-I'II'I01:lka;-, d:Jlar:1 wilavah kerjanya. 

Pasal23 

Uniuk rnerr.clcnggaraxan iugas sebagaimana dimaksud pasal 22, Koordinator Pelaksana Dinas 
P,.:1:<.':Ti:kcmil,~mpl1n:"i::fungsi : 
a.	 :':'i,y S.: 1:.:1 ,):T:'.;J,Clcl1 p;ogra,11 guna diusulkan kepada Dinas. 
b.	 Pelaksanaan pwg:'dn1 kegiatan. 
c.	 eenger,cLuian progra m kegiatan. 
d.	 Penyusu.ian laporsr: pelaksanaan program. 
e.	 Pelaksanaan koordinasi dengan instanasi terkait di tingkat kecamatan. 
f.	 Pelaksar.aan UruS,L1 adm inistrasi, 

Pasal24 

Daiam mclaxsar.akan ;Llgas: pckok dan fungsinya koordinator pelaksana Dinas Petemakan dibantu 
oleh star pe.aksana a,:ir!in:~:lr:':Isi dan petugas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada kepala koordinator. 

Pasal25 

!<.cl i lm pok j:ih l !;1'1 1'L::I~sjon,il terdiri dar; sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang 
diar..» dan ditc1upk"c;; bcrdasarkan pcraiuran perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas 
wajib menerapkan prir:.";p koordinasi, intcgrasi dan singkronisasi dalam lingkup tugasnya. 



Susunan Organisasi
 
Pasal26
 

" ::'L:ll,); ,)IWLc~,: I" ~l:'rcli;l([tor Pel::i,ks2-na Dinas Peternakan terdiri dari : 

,I :1,11,) ;" l IJrdiIWI(;' 

11, "l:li:Tl'J,:~,:-;(llla Administrasi 
c. .labaran iungsional 

Bagian kelima 
Koordiuator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan 

ParagrafI 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal27 

(l)	 Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah pelaksana urusan dinas yang 
rnempunyai wilayah kerja dalam kecamatan 

(2)	 Koordinator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Koordinator 
yang oerada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pa<;a128 

Koordina.or PI.~!Jk,'-;:lll" ~)ina:, Pcrkchunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
kegiatan tekuis penuniang Dinas Perkebunan clan Kehutanan dalam wilayah kerjanya. 

Fasal29 

Untuk mcnvelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 28, Koordinator Pelaksana 
Dinu: )JerL:,)U!l;:,n Kehutanan mernpunyai fungsi : 
a. Pcnyusunan percncanaan program guna diusulkan kepada Dinas. 
b. Pc1:Jk:-;;:~;\'m rlO;1':\:,l kc['.ia1:Jn, 

c. !'l>gu',i,l! i,11: rlT> :llil \<~,iatall, 

d. :)it ~.I.l:.cl i ;i'; pel.iksanaan program.
 
(:,\·1 Jk';;;;,LllJ kC':ll< ':l'-;i dcngan instanasi terkait di tingkat kecamatan.
 
r i':':!aks;:l:aan urusan adrninistrasi.
 

Pasal30 

Daian IT:,: ":Jna,,;c', ;:if';:\< polok dan fungsinya koordinator pelaksana dinas dibantu oleh staf 
pe!ai :im:Il1::l',;L'(j<;Jan oetugas rungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
kcpala kocrr'inator. 

Pasal31 

Kclornpok jabata.i li:l:g:-,iona] terdiri dari sejurr.lah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang 
diar:: jail ":!~dqJ~<c: ':'l'd~lSar~all peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas 
\\:11C'l '1V)k~.11 ~)I'T;,; kcvm1ina;;i. inicgrasi dan singkronisasi dalam lingkup tugasnya. 

Paragraf II 
SUSUml'1 Organisasi 

Pa3al 32 

s:,;.;; ..ILn j;~lll,sa;;: Kc:),'c:icator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari : 
a. Kepala r<_(>ordi;-i:1~Ci~· 

b. Staf/Pelaksana Administrasi 



Bagi an keenam
 
Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan
 

ParagrafI
 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
 

Pasal33
 

( \)	 !(()()rc'..n:,tor Pclaksana Dinas Pengairan adalah unsur pelaksana dinas yang mempunyai 
\\i],')J!1 kerja dalam satu kecamatan. 

(2)	 Koordinator Pclaksana Dinas Pengairan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada 
dibawah dan bcrtanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 34 
Koor-iinator Pclaksana Dina:; Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan 
teknis penunjang dinas dibidang pengaturan, pernanfaatan, pengelolaan dan tata laksana pengairan. 

Pasal35 

tl;li", ille,l: cknggw::kan .ugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 34, Koordinator Pelaksana 
Dinas Pengairan mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan perencanaan teknis pengelolaan dan pemanfaatan air 
b. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang pengairan 
c. Pe.ncliharaan sarana dan prasarana pengairan 
d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait 
e. Penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

Pasal36 

Dalam me!(!k~ar'akll!' :'L1ga:; pokok dan fungsinya koordinator pelaksana dinas dibantu oleh staf 
pelaksana adminisrrasi dan pctugas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
kepala kcordinator. 

Pasal37 

Kelcrnpok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang 
dir.tur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas 
waji! rncncrapkan prinsp koordinasi, imegrasi dan singkronisasi dalam lingkup tugasnya. 

ParagrafII
 
Susunan Organisasi
 

Pasal 38 

Su<,;;,;11 0;,!::~L1L,c13i l'".,i['L:lLCllor Pi.laksana Dinas Pengairan terdiri dari : 
a. Kepala Koordinaior 
b. Suf/Peillksana Adrninisuasi 
c. Jabatan tungsir 



us diU LLEt2	 & t • 

Bagian ketujuh
 
Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian
 

Pargaraf I
 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
 

Pasal39
 

(1) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana Dinas Pertanian yang 
mempunyai wilayuh kerja dalam satu kecamatan. 

(2) Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal40 

Koordinetor Pclaksann Dinas Pcrtanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan 
teknis penunjang dinas pertanian dalam wilayah kerjanya. 

Pasal 42 

Untuk rnenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 40, Koordinator Pelaksana 
Dinas Pertanian mempunyai fungsi : 
a.	 Pelaksanaan kegiatan teknis dibidang budidaya pertanian, usaha tani organisme pengganggu 

tanarnan dan rehabilitasi lahan pertanian tanaman penggerek hortikultura. 
b.	 Penyiapan lahan dan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat tani 
c.	 )'~nyia;J.:JJi lahan dan membantu pelayanan lembaga perkreditan dan modal usaha tani komoditas 

perea:-iJil tanarnan pangan dan hortikultura 
d.	 Penda taan sarana dan prsarana produksi pertanian 
e.	 Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait 
f.	 Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan 

PaS&143 

Dalam mc!,}ksana).:~n ttlgas pokok dan fungsinya koordinator pelaksana dinas dibantu oleh staf 
pclaksana adrninistrasi dan pctugas Iungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
kcp.na inator 

Pasa144 

Kelo nook j1~:nLn fungsiona] terdiri dari sejurnlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang 
diatur dan diietapkan berdasarkan peraturan perunclang-undangan dan dalam melaksanakar, tugas 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi dalamlingkup tugasnya. 

Paragraf II 
Susunan Organisasi 

Pasal45 

Susunan organisas: Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian, terdiri dari : 
a.	 Kepala Koordinator 
b.	 'telf/Pe ';:l.sana Ad.ninisnasi 



Bagi an kedelapan
 
Koordinator Pelaksana Pasar Daerah
 

ParagrafI
 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
 

Pasal46
 

(1)	 Kooru.nator pe.axsana pasar daerah aclalah unsur pelaksana Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan ycl1C t,; me.r.punyai wilayah kerja dalam satu kecamatan ataulebih. 

(2)	 Koordinator Pelaksana casar daerah dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal47 

Koordinator. pelaksana pasar daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis 
pcnunjang LJinas Perindustrian clan Perdagangan dibidang penataan, pengelolaan, dan pembinaan 
terhadap pedagang yang berada di lokasi pasar daerah dan pasar desa. 

Pasal48 

Untuk mer.yelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 47, Koordinator pelaksana 
pasar daerah mempunyai fungsi : 
a, Penyusunan perencanaan program pengelolaan pasar daerah 
b. Fernbinaan peCl<1gaL;j pasar daerah 
c. ~~;-'le~j dan peningkatan sarana dan prasana pasar daerah 
d. F'::r1;Ii1:?i iran retribusi pasar daerah 
e. laksar.aan koor.iir.asi xegiatan dengan instansi terkait 
f. P::nyusTcl !W':',;' "'clal:canaan tugas 

Pasa149 

f}l; r \',: "J ~ il . .1,';1 i",ILc,k dan fungsir.ya koordinator pelaksana dinas dibantu oleh staf 

p,'LJ:c;:nL'dr'l!;li:;:,1::i '''!.Il '1,.~Lll'-~,lna penarik rctribusi yang berada di hawah dan bertanggungjawab 
kcpada kepaia koorc.nator 

Paragraf Il
 
Susi.nan Organisasi
 

Pasal50 

Su';r:nan n"'!;1J1i;n~i (oc'rdin,ltor Pclaksana Pasar Daerah, terdiri dari : 
3. /CpOH:.l f·~u,jrdi;':atc:· 

b. :<:L~'Pe;:~ksana;'. :1lSS1S; 



BABIV 

TATAKERJA 

Pasal 51 

( ])	 Dalarn melaksan.ikan tugasnya koordinator pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab 
k~p,!d, Kepala Din;3S melalui sekretaris dinas dan staf/pe1aksana bertanggung jawab kepada 
kn():-l\i:l:~tOr. ';C:-~cl Dclugas fungsior.al bcrtanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2)	 Dabm melaksanakan iugasnya koordinator, staf/pelaksana administrasi dan petugas fungsional 
wajiba meneraokan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas 
pokokrya masing-masing. 

(3)	 koordinator pclaksana melaksankan tugas berdasarkan tugas pokok yang te1ah ditetapkan dan 
tugas-t.igas Iai.: yang diberikan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Kepa1a Dinas. 

(4)	 kocrdinator oelaksana berkewajiban memberikan petunjuk pembinaan, dan pengawasan 
terhadap staf masing-masing. 

IL\H V 

PENGANGKATAr~ nALAM JABATAN 

Pasa152 

(1)	 Koor.iinator pe.ak sana dinas ada1ah unsur staf yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 
aias i: ,.i Kepal- C'ifl'l';. 

(2)	 :;';taffTJelClk:~3na administrasi adalah unsur staf yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 
, 1'- Ii'; t' 1<.:::('Y.;~tCJI',}.;laks':LC< melalui Kopala Dinas. 

(21	 '::c!o'):k ]:r,:Lc.n fungsioral adalah petugas fungsiona1 yang ditetapkan berdasarkan 
,',.:r,:t;: YJ perundang-undangrn yang berlaku, 

ElIB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal53 

Pcmbiayaan vang diperlukan dalam rangka pc1aksanaan tugas Koordinator Pelaksana Dinas 
bersurnber dari Ang~cll',lI1 Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten lampung Timur serta 
sum ber-surr ber 18i:,I1:,:1 yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABvn 
KETENTUAN PENUTllP 

Pasa154 

Uraian tugas Koordinator pe1aksana, staf/pelaksana administrasi serta pejabat fungsional akan diatur )<+"'!\"4 41 
1ebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.,~,,,'):~):\~~

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang rnengatur hal yang sarna dan ­
atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak ber1aku lagi. \II 

1 



---------- -----------------

Pasal 56 

1\'1~llllrdll Bupati ini mu!ai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap Nang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 1111 dengan 
penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

~ I ·'KR1':'1'/\ Rl~ D/\ 1·:1\/\ II K/\ I~ll.) /\TI·:N 
1./\MPIIN(; TIMIW, 

J WAYAN SUTARJA 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal 31 Maret 2008 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPlJNG TIMUR TAHUN 2008, NOMOR : 
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tarnplran Peraturan Bupati Lampung Timur 
Nomor: Tahun 2008 
Bagan Struktur Organisasi 
Koordinator Pelak,;ana Dinas Pendidikan, Pemuda dan O!ah Raga 

Kepala Koordinator Pelaksana 

I 
I StafjPelaksana Administrasi I 

Kelompok Jabatan Fungsional
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,- ..... -~_ ....~. -_.~ •. -..........,.- _.. '
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tamplran II Perawran Bupatl Larnpung Timur 

Nomor : Tahun 20C8 
Bagan Struktur O...!&anisasi Koordinator Pelaksana Puskesmas 

Kepala Koordinator Pelaks(}r~Cl I 

I StafjPelaksana Administrasi ] 

~, 

I Kelompok Jabatan Fungsional I 
PADAF II,"' 
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Lampiran III: Peraturan Bupati Lampung Timur 
Nornor : Tahun 2008 
Bagan Struktur Organisasi Koordinator P€Iaksana Dinas Kelautan dan Perikanan 

I Kepala Koordinator pel2ksan~ 

I StafjPelaksana Administrasi I 

Kelompok Jabatan Fungsional 

' ,., " 
" "-'-,"~-'-"'--,"-"'~-.­PAR J.!:. ;- , .' ,: ; BUPATI LA~/IPUNG TIMUR,-.-- .
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Lampiran IV: Peraturan Bupatl tarnpung Tlmur 
Nomor : Tahun 2008 
Bagan Struktur Organisasi Koordinator Pelaksana Dinas Peternakan 

i Kepa:a KoordinCltor PelaksanCl ! 

Kelompok Jabatan Fungsional 

,.-~.- , ...-.~-"
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lampiran V Peraturan Bupatllampung Tlmur 

Nomor : Tahun 2008 
Bagan Struktur Organlsasl Koordlnator Pelaksana Dinas Perkebunan dan Kehutanan 

Kepala Kocrdlnator Pelaksana 

Kelompok Jabatan Fungsionai 1 

I 
Staf/Pt!laksalla Administrasi _J 

.~ r'" ••- '._]__

-_ 
PARf\F-_. -; 

1. SEK[:.~:< I\.'~ 
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L. ASS. I 
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lamplran VI Peraturan Bupati lampung Timur 

Nomor : Tahun 2008 

Bagan Struktur Organisasi Koordinator Pelaksana Dinas Pengairan 

[KC~<JI() Koordlnator Pelaksana 

I
 

I Staf/Pelaksana Administra~J 

Kelompok Jabatan Fungsional 
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tarnplran VI:: Peraturan Bupati tarnpung Timur 

Nornor : Tahun 2008 
Bagan Struktur Organisasi Koordinator Pelaksana Dinas Pertanian 

I :<Cptlli'i k.oordinator Pelaksana 

I 
IStaf/peJaksana Administrasi I 

Kelompok Jabatan Fungsional 

SUPATI LAMPUi\G TIMUR, 
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SA10NQ 
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lampiran VII':	 Peraturan Buoati lampung Timur
 
Nomor : Tahun 2008
 
Bagan Struktur Organisasi Koordinator Pelaksana Pasar daerah
 

[Kepala Koordlnator pelaksan-~J 

I ,
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